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ABSTRAK 

 

 

Pertumbuhan Kota menyebabkan perluasan kawasan terbangun kedaerah pinggiran. Pada pertengahan 

hingga akhir abad ke 20 lokasi kegiatan mengalami perpindahan daerah pinggiran. Pada studi kasus Kota 

Bandung aktivitas atau kegiatan masih didominasi di sekitar pusat kota bagian barat.Ketidakefektifan 

pelayanan dari pusat primer telah dirasakan pada Kota Bandung. Perluasan Wilayah kota kea arah timur 

yang dibarengi dengan semakin padatnya populasi penduduk Kota Bandung merupakan penyebab utama 

dari ketidakefektifan pelayanan kawasan pusat kota alun- alun sebagai pusat primer Kota Bandung saat 

ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengevaluasi apakah situasi dan kondisi 

Kecamatan Gedebage sudah memenuhi syarat hingga dipilih/ditetapkan sebagai ibukota/lokasi pusat 

pemerintahan Kota Bandung. Penelitian ini mengevaluasi dari beberapa faktor dan indikator sebagai 

ukuran penilaian yaitu faktor kebijakan pemerintah dengan indikator peraturan pemerintah, faktor 

kondisi fisik dengan indikator letak geografi dan lahan/site, faktor sarana dan prasarana dengan indikator 

aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas dengan mengacu pada teori lokasi dan kota dan kriteria pemilihan 

lokasi pusat pemerintahan. Kecamatan Gedebage sangat sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan kota 

Bandung yang membutuhkan jalan-jalan baru untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan 

oleh volume kendaraan yang terus bertambah seiring kemajuan kota tidak diiringi dengan penambahan 

jalan. Wilayah yang masih kosong itu di daerah timur, sedangkan di daerah barat relatif penuh. Pilihan 

yang sesuai untuk rencana tersebut adalah di wilayah Kecamatan Gedebage. Kajian pembangunan jalan 

arteri baru di Kecamatan Gedebage memang sejalan dengan rencana menjadikan Kecamatan Gedebage 

sebagai pusat ibukota atau ibukota primer dan Bandung Teknopolis. Rencana tersebut harus diiringi 

dengan infrastruktur yang memadai sehingga jalan perlu di diperbaiki. 

 

Kata Kunci :   Faktor, Lokasi, Pusat Pemerintahan, Pembentukan Wilayah. 
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ABSTRACT 

 

 

The growth of the city causes the expansion of the built area to the outskirts. In the mid to late 20th 

century, the location of the activity experienced a shift to the periphery. In the case study of the city of 

Bandung, activities or activities are still dominated around the western city center. The ineffectiveness 

of services from the primary center has been felt in the city of Bandung. The expansion of the city area 

to the east coupled with the increasingly dense population of the city of Bandung is the main cause of 

the ineffectiveness of services in the downtown area of the square as the primary center of the city of 

Bandung at this time. The aim of this research is to evaluate whether the situation and condition of the 

Gedebage District has met the requirements until it is selected/determined as the capital/location of the 

central government of Bandung City. This study evaluates several factors and indicators as an 

assessment measure, namely government policy factors with government regulations indicators, 

physical condition factors with geographic and land/site indicators, facilities and infrastructure factors 

with accessibility and availability indicators with reference to the theory of location and city and criteria 

for selecting the location of the center of government. Gedebage sub-district is very suitable to be the 

center of Bandung city government which requires new roads to break down traffic jams. This is due to 

the increasing volume of vehicles as the city progresses, not accompanied by the addition of roads. The 

areas that are still empty are in the east area, while in the west it is relatively full. The appropriate 

choice for the plan is in the Gedebage District area. The study of the construction of new arterial roads 

in Gedebage District is indeed in line with the plan to make Gedebage District the center of the capital 

or primary capital and Bandung Teknopolis. The plan must be accompanied by adequate infrastructure 

so that roads need to be repaired. 

 

Keywords: Factors, Location, Central Government, Regional Formation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada studi kasus Kota Bandung, aktivitas atau kegiatan masih 

didominasi di sekitar pusat kota bagian barat.Ketidakefektifan pelayanan 

dari pusat primer telah dirasakan pada Kota Bandung. Perluasan Wilayah 

kota ke arah timur yang dibarengi dengan semakin padatnya populasi 

penduduk Kota Bandung merupakan penyebab utama dari ketidakefektifan 

pelayanan kawasan pusat kota alun- alun sebagai pusat primer Kota 

Bandung saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tingkat ketergantungan 

seluruh bagian wilayah kota bandung terhadap Pusat primer semakin 

meningkat dan juga berdampak terutama bagi penduduk di wilayah bandung 

timur yang secara geografis memiliki jarak yang paling jauh dibandingkan 

dengan bagian wilayah kota Bandung lainnya. Oleh sebab itu pemerintah 

berencana membentuk pusat kegiatan baru yakni Pusat Pelayanan Gedebage 

dibagian timur untuk mengurangi kepadatan di pusat kota bagian barat 

(Peraturan Daerah RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031). 

Kota Bandung memiliki kebijakan utama dalam struktur ruang  yaitu 

mengembangkan dua pusat primer untuk Bandung Barat dan Bandung Timur 

yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Kota Bandung 2011-2031. 

Pengembangan  dua  pusat  primer  ini  merupakan  upaya  untuk  mengubah  

struktur ruang dari satu pusat menjadi dua pusat. Secara geografis, dua pusat 

primer yang terletak pada wilayah Bandung Barat yaitu alun-alun dan 

wilayah Bandung Timur yaitu  Gedebage  yang  sinergis  dengan  pusat  

sekunder  yang  direncanakan  akan memberikan pelayanan yang lebih 

menyebar, sehingga mengurangi ketergantungan warga kota terhadap pusat 

primer lama. Gedebage dijadikan sebagai pusat primer karena masih 

banyaknya potensi lahan kosong yang berupa lahan persawahan dan hutan  

yang  dapat  memudahkan  perancangan  dan  pembangunan  sehingga  dapat 

dikembangkan  serta  dapat  menjadi  daya  tarik  investor  untuk  

mengembangkan kawasan tersebut  yang  sudah  didukung  dengan  adanya  

terminal  peti  kemas  yang melayani  hingga  skala  nasional,  pembangunan  

terminal  terpadu, akses  tol  dan lainnya. 
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Teknopolis merupakan suatu Istilah yang merujuk kepada konsep 

pengembangan suatu kawasan, baik yang berada di perkotaan, pinggiran 

kota, maupun perdesaan yang didominasi oleh keberadaan industri 

berteknologi tinggi dengan kegiatan penelitian, pengembangan dan juga 

manufaktur (Castell & Hall, 1999). Teknopolis merupakan pembaharuan 

dari rencana pembangunan Kawasan Pertumbuhan Primer di Gedebage. 

Teknopolis dikonsepkan sebagai kota kecil di dalam Kota Bandung yang 

berbasis Teknologi Informasi (IT). Berdasarkan hasil riset yang pernah 

dilakukan, kawasan Teknopolis bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja. 

Jika sudah berdiri kokoh, diprediksi akan ada 400.000 lapangan pekerjaan 

hadir di kawasan tersebut (Avitia Nurmatari, 2015). 

Pelayanan pemerintah sebagai pelayanan publik yang optimal 

menjadi salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelayanan bagi 

masyarakat. Perkembangan Kota Bandung yang cukup pesat perlu 

diimbangi oleh adanya pusat pelayanan public atau pemerintahan yang 

berada pada lokasi yang optimal sehingga dapat diakses secara mudah oleh 

seluruh penduduk Kota Bandung. Pelayanan pemerintahan saat ini belum 

optimal dikarenakan lokasi dan letak kantor pemerintahan di Kota Bandung 

tidak berada pada satu kawasan yang terpadu akibat minimnya lahan di 

Pusat Kota Bagian Barat. Untuk mengatasi hal tersebut maka terdapat 

rencana pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah lain yakni pada Pusat 

Pelayanan Gedebage. Berdasarkan RDTR Kota bandung tahun 2015, lokasi 

pusat pemerintahan Kota Bandung diarahkan pada SWK Gedebage, dimana 

tujuan penataan ruangnya yaitu sebagai pengembangan kawasan yang 

bersinergikan antara pedidikan tinggi, ekonomi kreatif, komersial, dan pusat 

pemerintahan berkonsep teknopolis dalam mewujudkan fungsi Pusat 

Pelayanan Kota (PPK) Gedebage. Selain itu, luas lahan yang tersedia pada 

SWK Gedebage yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan yaitu seluas 

12,96 Ha (Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 Tentang RDTR dan 

Peraturan Zonasi Kota Bandung). 

 

 

Berdasarkan  RDTR  Kota  bandung,  lokasi  pusat pemerintahan  

Kota  Bandung  diarahkan  pada  SWK  Gedebage. SWK Gedebage terdiri 
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atas dua Kecamatan yaitu Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Rancasari. 

Penentuan lokasi baru pusat pemerintahan pada kecamatan Gedebage 

dilakukan berdasarkan atas arahan pengembangan RTRW kota Bandung 

Tahun 2011-2031. Lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bandung yang baru, 

direncanakan akan berada di Kecamatan Gedebage kelurahan Cimencrang 

karena berada pada lokasi persawahan yang belum digunakan untuk 

bangunan apapun.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan berdasarkan 

RKPD kota Bandung tahun 2006, RDTR SWK Gedebage 2021-2041, RTRW 

Kota Bandung tahun 2011-2031, teori dan penelitian terdahulu maka dapat 

dirumuskan beberapa persoalan yang menjadi landasan dalam studi ini, antara 

lain: 

1. Adanya rencana pengembangan pusat kegiatan ke arah Bandung bagian 

timur karena padatnya kegiatan pada pusat kota Bandung Bagian Barat 

(RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031). 

2. Pelayanan pemerintahan saat ini yang belum optimal dikarenakan lokasi 

dan letak kantor pemerintahan di Kota Bandung tidak berada pada satu 

kawasan yang terpadu (Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 Tentang 

RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bandung). 

3. Perkembangan Kota Bandung yang cukup pesat perlu diimbangi oleh 

adanya pusat pelayanan public atau pemerintahan yang berada pada 

lokasi yang optimal sehingga dapat diakses secara mudah oleh seluruh 

penduduk Kota Bandung (RDTR Kota bandung tahun 2015). 

Dari rumusan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian yaitu, apa saja faktor yang berpengaruh dalam 

merencanakan pusat pemerintahan Kota Bandung di Kecamatan Gedebage? 

1.3 Tujuan dan sasaran 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melakukan kajian 

pendekatan secara mendalam terhadap faktor analisis lokasi pusat 

pemerintahan Kecamatan Gedebage untuk memenuhi syarat hingga 

dipilih/ditetapkan sebagai ibukota/lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung 

dengan mengacu pada teori lokasi dan kota dan kriteria pemilihan lokasi 
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pusat pemerintahan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yaitu sebagai 

berikut : 

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting lokasi rencana pusat 

pemerintahan Kota Bandung. 

2. Menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan tolok ukur 

yang telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Terumuskannya arahan pengembangan terhadap sarana prasarana 

berdasarkan kriteria yang sesuai pada lokasi pusat pemerintahan 

Kecamatan Gedebage terkait kebijakan rencana tata ruang wilayah 

Kota Bandung. 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup wilayah 

Berdasarkan  RDTR  Kota  bandung,  lokasi  pusat pemerintahan  Kota  

Bandung  diarahkan  pada  SWK  Gedebage. Lokasi Pusat Pemerintahan 

Kota Bandung yang baru, direncanakan akan berada di Kecamatan 

Gedebage kelurahan Cimencrang lokasi baru pusat pemerintahan pada 

kecamatan Gedebage dilakukan berdasarkan atas arahan pengembangan 

RTRW kota Bandung Tahun 2011-2031 yang ditetapkan pada perencanaan 

kota-RDTR SWK Gedebage 2021-2041.  

Merujuk dokumen terkini Kecamatan Gedebage dalam Angka 2020 

yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, luas wilayah 

Kelurahan Cimencrang adalah 1,61 kilometer persegi. Luas wilayah yang 

berada di ketinggian 666 meter di atas permukaan air laut ini setara dengan 

16,46 persen dari total luas wilayah Kecamatan Gedegabe. 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi merupakan penjelasan materi yang akan 

dilakukan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Implementasi Pemindahan lokasi pusat 

pemerintahan Kota Bandung berdasarkan kebijakan terkait arahan 

rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yaitu teknopolis. 

2. Mengidentifikasi kriteria pemilihan lokasi yang telah dirumuskan 

https://www.ayobandung.com/tag/gedebage
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dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota bandung. 

3. Merumuskan arahan pengembangan terhadap sarana prasarana 

berdasarkan kriteria yang sesuai pada lokasi pusat pemerintahan 

Kecamatan Gedebage terkait kebijakan rencana tata ruang wilayah 

Kota Bandung. 

1.5 Batasan Studi 

Batasan studi digunakan dengan maksud untuk membatasi materi atau 

subjek yang dikaji. Adapun batasan dalam studi ini yaitu mengevaluasi 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan lokasi pusat 

pemerintahan Kota Bandung yaitu pada lokasi Kecamatan Gedebage. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pendekatan 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yaitu 

Pendekatan Mixed Methods (Kuantitatif-Kualitatif). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yang mengkombinasikan atau 

menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk 

digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam 

penelitian ini terdapat teknis analisis yang berupa angka-angka serta 

menggunakan metode kualitatif berupa deskripsi untuk memudahkan dalam 

memahami data atau hasil analisis yang telah dikaji. Berikut ini adalah 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

sasaran penelitian yang ingin dicapai. 

1.6.2. Metoda Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 

pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. 

1. Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data ini merupakan suatu sumber data yang 

diperoleh langsung dari kondisi eksisting lapangan pada wilayah kajian. 

Cara untuk mendapatkan data primer adalah sebagai berikut: 

 

a. Observasi Lapangan 

   Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan 

“pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-

unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. 
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Tujuan digunakannya observasi sebagai metode penelitian 

diantaranya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam pemilihan lokasi pemerintahan yang baru. 

Jenis-jenis observasi menurut Riyanto (2010:98-100) :  

1) Observasi partisipan  

 Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang 

melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian 

dalam kehidupan orang yang diobservasi.  

2)   Observasi non Partisipan  

 Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut 

ambil bagian kehidupan observee.  

3)  Observasi sistematik (Structured observation)  

 Observasi sistematik, apabila pengamat menggunakan 

pedoman sebagai instrument pengamatan.  

4)  Observasi non sistematik  

 Observasi yang dilakukan oleh pengamat degan tidak 

menggunakan instrument pengamatan.  

5)  Observasi eksperimental 

 Pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan ke 

dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. 

         Jenis observasi yang diterapkan oleh peneliti yaitu jenis 

observasi non partisipan dan jenis observasi sistematik. Peneliti 

menggunakan observasi non partisipan karena dalam 

penelitiannya tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang 

dilakukan observe. Penggunaan observasi sistematik bertujuan 

supaya observasi yang dilakukan oleh peneliti terstruktur, tidak 

keluar dari alur penelitian. 

 

 

      Objek  penelitian  adalah  himpunan  elemen  yang  dapat  

berupa  orang,  organisasi atau  barang  yang  akan  diteliti  atau  

pokok  persoalan  yang  hendak  diteliti  untuk mendapatkan  data  

secara  lebih  terarah  (Supranto,  2000).  Adapun  objek  dalam 

penelitian ini yaitu penilaian terhadap kebijakan pemindahan 
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lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung dari sisi sarana, 

geografi, kesesuaian lahan, aksesibilatas, ketersediaan fasilitas, 

dan peraturan pemerintah pada Kecamatan Gedebage.  

   Lokasi  penelitian  adalah  lingkungan,  tempat,  atau  

wilayah  yang  direncanakan oleh  peneliti  untuk  dijadikan  

sebagai  objek  penelitian  dalam  rangka  mengumpulkan data-

data  yang  dibutuhkan.  Tempat  merupakan  daerah  atau  

wilayah  di  mana  subjek atau objek penelitian yang hendak 

diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Gedebage.  

b. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015), wawancara 

adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar 

informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga 

dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna 

dalam topik tertentu.  

Topik yang ingin dicari dalam wawancara ini adalah 

mengenai identifikasi faktor atau kriteria pemilihan lokasi yang 

telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan 

karakteristik Kota bandung. 

Teknik sampling dilakukan dengan teknik non random 

sampling menggunakan teknik purposive sampling. Teknik non 

random sampling adalah teknik pengambilan data yang berdasarkan 

dengan pemilihan suatu karakteristik atau ciri-ciri untuk mendapatkan 

sampel relevan untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian. 

Menurut Sugiyono (2010), purposive sampling adalah suatu teknik 

pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

 

Jumlah narasumber sebanyak 4 orang responden pada 2 

instansi berbeda, yaitu karyawan BAPPELITBANG Kota 

Bandung dan karyawan BKPP.  Kriteria responden yang dipilih 

diambil berdasarkan pertimbangan karena responden tersebut 

memiliki keterkaitan dan memiliki pengetahuan serta pemahaman 
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mengenai objek dalam penelitian ini.  

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

yaitu:  

1.Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga 

pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara 

tersebut.  

2. Menentukan narasumber wawancara.  

3. Menentukan lokasi dan waktu wawancara.  

4. Melakukan proses wawancara  

5. Dokumentasi  

6. Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti.  

7. Merekap hasil wawancara 

c. Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk 

mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang 

diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008). Kuesioner yaitu 

rangkaian pertanyaan yang tertuang secara tertulis dalam bentuk 

lampiran pertanyaan yang disebarkan pada masyarakat di wilayah 

kajian.  

Topik yang ingin dicari dalam kuesioner ini adalah 

mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menentukan Lokasi 

Pusat Pemerintahan Kota Bandung. 

 

 

Teknik sampling dalam penelitian penelitian ini dengan 

teknik non random sampling menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik non random sampling adalah teknik pengambilan data 

yang berdasarkan dengan pemilihan suatu karakteristik atau ciri-ciri 

untuk mendapatkan sampel relevan untuk mencapai tujuan dari sebuah 

penelitian.  
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Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel dari populasi penelitian yang didasarkan atas ciri-ciri dan suatu 

karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan penelitian yang 

dikehendaki oleh peneliti. Pada teknik purposive sampling, yang 

ditekankan untuk menjadi sampel adalah karena adanya pertimbangan 

karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Menurut Bernard (2002), Lewis & 

Sheppard (2006), purposive sampling atau bisa disebut dengan 

penghakiman sampel adalah suatu teknik yang disengaja oleh peneliti 

dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan.  

Responden dalam kuesioner ini adalah karyawan 

BAPPELITBANG Kota Bandung dan karyawan BKPP (Badan 

Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung). Jumlah 

total narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dengan 

masing-masing intansi yaitu 2 orang narasumber. Kriteria 

responden yang dipilih diambil berdasarkan pertimbangan karena 

responden tersebut memiliki keterkaitan dan memiliki 

pengetahuan serta pemahaman mengenai objek dalam penelitian 

ini.  

2.  Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data dari literatur yang diperoleh dari instansi- 

instansi pemerintah yang terkait atapun yang secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) serta dari 

buku-buku yang datanya berhubungan dengan penelitian, dimana 

pengumpulan data sekunder ini disesusaikan dengan kebutuhan data 

(cheklist data). 

 

 

 

1.6.3 Metode Analisis 

  Metoda analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan 

metode analisis deskrptif kualitatif. Metode   analisis   data   dalam   penelitian   

kualitatif   pada dasarnya  diharapkan  mampu  menciptakan  konsistensi  

analisis  data secara  rill. Mengingat  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif,  

maka digunakan analisa data  yang bersifat filosofis serta mengembangkan 
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logika analisis induktif utuk dapat menjelaskan kasus atau fenomena yang  

diteliti  secara  rinci. Analisis  data  merupakan  proses  mencari dan  menyusun  

secara  sistematis  data  yang  didapatkan  dari  hasil observasi, wawancara  

maupun    hasil    pengelompokkan    data, menyusun  ke  dalam  pola  dan  di  

olah  sedemikian  rupa  sehingga memperoleh   kesimpulan   berupa   kebenaran   

yang   dapat   dipakai sebagai  jawaban  atas  permasalahan-permasalahan  yang  

di  ajukan dalam  penelitian  (M.Hum.2010).   

  Adapun  data  yang  di  dapatkan  adalah  dari  informasi  yang terkait   

dengan   faktor-faktor   yang   mempengaruhi  lokasi pusat pemerintahan Kota 

Bandung. Informasi dan data  yang telah terkumpul akan di seleksi sesuai 

dengan  yang  dibutuhkan  sebagai  bahan  analisis.  Seleksi  dilakukan dengan  

memilih  data  dari  informasi  tambahan  dan  mana  yang merupakan  referensi  

utama  dalam  analisis  data.  Informasi  yang diperoleh  dari  metode  

dokumentasi  juga  digunakan  sebagai  penguat data  penelitian, terutama  data  

statistik  tentang  Kecamatan Gedebage.  

  Tahap  final  dari  analisis  data  yang  akan  menghasilkan  suatu 

kesimpulan  gambaran  yang  mendetail  dan  terinci  tentang  faktor-faktor  

yang  mempengaruhi  lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung. Hasil    

penelitian    ini    akan menghasilkan gambaran kesimpulan penilaian terhadap 

faktor-faktor yang   mempengaruhi lokasi pusat pemerintahan Kota Bandung.  
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Tabel I.3.  

Matriks Metodologi 

 

No Tujuan Sasaran Ruang Lingkup Sumber Data 
Teknik 

Analisis 

1 Melakukan kajian pendekatan 

secara mendalam terhadap 

faktor analisis lokasi pusat 

pemerintahan Kecamatan 

Gedebage untuk memenuhi 

syarat hingga 

dipilih/ditetapkan sebagai 

ibukota/lokasi pusat 

pemerintahan Kota Bandung 

Teridentifikasinya 

kondisi eksisting lokasi 

rencana pusat 

pemertintahan Kota 

Bandung 

Mengidentifikasi 

Implementasi Pemindahan 

lokasi pusat pemerintahan 

Kota Bandung berdasarkan 

kebijakan terkait arahan 

rencana tata ruang wilayah 

Kota Bandung yaitu 

teknopolis 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bandung, 

Rencana Detail Tata 

Ruang Kota Bandung, 

dan pengamatan 

langsung 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

2 

  

Menganalisis data yang 

terkumpul dengan 

menggunakan tolok ukur 

yang telah dirumuskan 

oleh peneliti sesuai 

dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Mengidentifikasi kriteria 

pemilihan lokasi yang telah 

dirumuskan dengan 

mempertimbangkan kondisi 

dan karakteristik Kota 

bandung 

Buku, Jurnal, Tugas 

Akhir, Dokumen 

Peraturan dan 

Perundang-undangan 
Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

3   Terumuskannya arahan 

pengembangan terhadap 

sarana prasarana 

berdasarkan kriteria yang 

sesuai pada lokasi pusat 

pemerintahan 

Kecamatan Gedebage 

terkait kebijakan rencana 

tata ruang wilayah Kota 

Bandung. 

Merumuskan arahan 

pengembangan terhadap 

sarana prasarana 

berdasarkan kriteria yang 

sesuai pada lokasi pusat 

pemerintahan Kecamatan 

Gedebage terkait kebijakan 

rencana tata ruang wilayah 

Kota Bandung 

Gambaran  umum 

lokasi pusat 

pemerintahan Kota 

Bandung 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian pemilihan lokasi pusat pemerintahan Kota 

Bandung tediri dari 5 bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan 

Pada bagiaan pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri atas 

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, metodologi, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bagian tinjauan pustaka dibahas mengenai tinjuan singkat dan jelas 

mengenai teori, kebijakan, serta studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB III Gambaran Umum 

Pada bagian gambaran ini dibahas mengenai kondisi eksisting wilayah 

berdasarkan data-data berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV Analisis 

Pada bagian analisis dibahas mengenai analisa terhadap variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pada bagian kesimpulan dan rekomendasi dibahas mengenai kesimpulan, 

rekomendasi, kelemahan studi, dan studi lanjutan yang didasarkan kepada hasil 

penelitian.
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